
BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang      :  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  92  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Sanggau  Nomor  8  Tahun  2023  tentang
Pa.jak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah,   perlu   menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat         :  1.     Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang    Nomor     27     Tahun     1959     tentang
Penetapan       Undang-Undang       Darurat      Nomor       3

3.

Tahun  1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat   11   di   Kalimantan   (I.embaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran    Negara   Republik    Indonesia   Tahun    1959
Nomor    72,    Tambahan    I.embaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor  1820)  sebagaimana telah beberapa kali
diubah,    terakhir    dengan    Undang-Undang    Nomor    8
Tahun   1965   tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  11
Tanah   Laut,    Daerah   Tingkat   11   Tapin   dan   Daerah
Tingkat  11  Tabalong  Dengan  Mengubah  Undang-Undang
Nomor       27       Tahun       1959       tentang       Penetapan
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang
Pembentukan     Daerah     Tingkat     11     di     Kalimantan
(Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1965
Nomor    51,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang    Nomor    23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah     (I.€mbaran     Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)   sebagaimana
telah      beberapa      kali      diubah,      terakhir      dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan      Pemerintah      Pengganti      Undang-Undang
Nomor   2   Tahun   2022   tentang   Cipta   Kelja   Menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
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4.

5.

Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang     Nomor      1      Tahun     2022     tentang
Hubungan   Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2022  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2023   tentang
Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023
Nomor    85,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6881);

6.     Peraturan     Daerah     Kabupaten     Sanggau     Nomor     8
Tahun 2023  tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah
(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Sanggau   Tahun   2023
Nomor    8,    Tambahan    Lembaran    Daerah    Kabupaten
Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG    TATA  CARA  PEMUNGUTAN
PAJAK       BUMI       DAN       BANGUNAN       PERDESAAN       DAN
PERKOTAAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Bupati adalah Bupati sanggau.
2.     Badan   Pendapatan   Daerah   yang   selanjutnya   disebut

Bapenda  adalah  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten
Sanggau.

3.     Kepala   Badan   Pendapatan   Daerah   yang   selanjutnya
disebut     Kepala     Bapenda     adalah      Kepala     Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.

4.     Pajak  Bumi   dan  Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan
yang  selanjutnya  disingkat  PBB-P2   adalah  pajak  atas
Bumi    dan/atau    Bangunan   yang   dimiliki,    dikuasai,
dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang pribadi  atau  badan,
kecuali  kawasan yang digunakan untuk kegiatan  usaha
perkcbunan, perhutanan, dan pertambangan.

5.     Bumi  adalah  permukaan  bumi yang meliputi  tanah  dan
perairan    pedalaman    §erta    daratan    dalam    wilayah
Kabupaten Sanggau.

6.     Bangunan  adalah  konstruksi  teknik yang  ditanam  atau
dilekatkan  secara  tetap  pada  tanah  dan/atau  perairan
pedalaman dan/atau laut.

7.     Nomor   Objek   Pajak   yang   selanjutnya   disingkat   NOP
adalah  nomor  indentifikasi  objek  pajak  yang  memiliki
karakteristik  unik,   permanen,   standar  dengan  satuan
blok   dalam   satu   wilayah   administrasi   pemerintahan
desa/kelurahan.

8.     Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah
zona  geografis  yang  terdiri  atas  kelompok  objek  pa.j.ak
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9.

yang   mempunyai   satu   Nilai   Indikasi   Rata-rata   yang
dibatasi  oleh  batas  penguasaan/pemilikan  objek  pajak
dalam  satu  satuan  wilayah  administrasi  pemerintahan
desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
Nilal  lndikasi  Rata-rata  yang  selanjutnya  disingkat  NIR
adalah  nilai  pasar  rata-rata  yang  dapat  mewakili  nilai
tanah dalam suatu blok.

10.   Daftar   Biaya   Komponen   Bangunan   yang   selanjutnya
disingkat    DBKB    adalah    daftar   yang    dibuat    untuk
memudahkan  perhitungan  nilai  Bangunan  berdasarkan
pendekatan   biaya,   yang   terdiri   dari   biaya   komponen
utama   dan/atau  biaya  komponen   material   Bangunan
dan biaya komponen fasilitas Bangunan.

11.   Nilal Jual  Objek  Pajak yang  selanjutnya disingkat  NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
bell   yang   terjadi   secara   wajar,   dan   bilamana   tidak
terdapat  transaksi  jual  beli,   NJOP  ditentukan  melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,  atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

12.   Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya
disingkat NJOPTKP adalah batas  NJOP yang tidak kena
pajak.

13.   Subjek   Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyal
suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi,      dan/atau     memiliki,      menguasai,      dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

14.   Wajib    Pajak    Bumi    dan    Bangunan    Perdesaan    dan
Perkotaan yang  selanjutnya  disebut  Wajib  Pajak  adalah
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
Bumi,      dan/atau     memiliki,     menguasai,      dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

15.   Tahun Pajak a.dalah jangka waktu yang lamanya  1  (satu)
tahun kalender.

16.   Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang
merupakan   kesatuan,   baik   yang   melakukan   usaha
maupun  yang  tidak   melakukan   usaha  yang  meliputi
perseroan   terbatas,   perseroan   komanditer,   perseroan
lainnya,  badan  usaha  milik  negara,  atau  badan  usaha
milik  daerah  dengan  nana  dan  dalam  bentuk  apapun,
firma,   kongsi,   koperasi,   dana   pensiun,   persekutuan,
perkumpulan,   yayasan,   organisasi   massa,   organisasi
sosial   politik,    atau   organisasi   lainnya,   lembaga   dan
bentuk    Badan    lainnya    termasuk    kontrak    investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

17.   Pajak  Yang  Terutang  adalah  pajak  yang  harus  dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18.   Pemungutan adalah suatu rangkalan kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan  Subjek Pajak,  penentuan
besarnya     Pajak     Yang     Terutang     sampan     kegiatan
penagihan  pajak  kepada  Wajib  Pajak  serta  pengawasan
penyetorannya.
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19.   Surat   Pemberitahuan   Objek   Pajak   yang   selanjutnya
disingkat SPOP adalah  surat yang digunakan  oleh Wajib
Pajak  untuk  melaporkan  data  subjek  dan  objek  pajak
Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

20.   Lampiran    Surat    Pemberitahuan    Objek    Pajak    yang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang
digunakan   oleh   Wajib   Pajak   untuk  melaporkan   data
subjek   dan   objek   PBB-P2   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan  perundang-undangan  perpajakan  daerah  dan
lampiran tidck terpisahkan dari bagian SPOP.

21.   Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  yang  selanjutnya
disingkat   SPPT   adalah   surat   yang   digunakan   untuk
memberitahukan  besarnya  pajak  Bumi  dan  Bangunan
yang terutang kepada Wajib Pajak.

22.   Surat  Setoran  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
SSPD  adalah  bukti  pembayaran  atau  penyetoran  pajck
yang telah dilakukan dengan menggunakan forrnulir atan
telah  dilakukan  dengan  cara lain  ke  kas  daerah  melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23.   Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD  adalah  surat  ketetapan  pajak  yang  menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.

24.   Surat   Ketetapan   Pajak   Daerah   Kurang   Bayar   yang
selanjutnya  disingkat  SKPDKB  adalah  surat  ketctapan
pajak  yang  menentukan  besamya jumlah  pokok  pajak,
jumlah   kredit  pajak,  jumlah  kekurangan  pembayaran
pokok pajak,  besarnya  sanksi  administratif,  dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

25.   Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang Bayar Tambahan
yang    selanjutnya   disingkat    SKPDKBT    adalah    surat
ketetapan    pajak   yang    menentukan    tambahan    atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

26.   Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Nihil  yang  selanjutnya
disingkat   SKPDN   adalah   surat   ketetapan   pajak  yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidck
ada kredit pajak.

27.   Surat    Ketetapan    Pajak    Daerah    Lebih    Bayar    yang
selanjutnya  disingkat  SKPDLB  adalah  surat  ketetapan
pajak  yang  menentukan  jumlah  kelebihan  pembayaran
pajak karena jumlah  kredit  pajak lebih  besar dari  pada
Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.

28.   Surat Tagihan  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
STPD   adalah   surat   untuk   melakukan   tagihan   pajak
dan/atau  sanksi  administratif  berupa  bunga  dan/atau
denda.

29.   Surat  Keputusan  Pembetulan  adalah  surat  keputusan
yang  membetulkan  kesalahan  tulis,  kesalahan  hitung,
dan/atau     kekeliruan     dalam     penerapan     ketentuan
tertcntu       dalam       peraturan       perundang-undangan
perpajakan  daerah  yang  terdapat  dalam   SPPT,   SKPD,
SKPDKB,    SKPDKBT,    SKPDN,    SKPDLB,    STPD,    Surat
Keputusan      Pembetulan,      atau      Surat      Keputusan
Keberatan.
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30.   Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan   terhadap   SPPT,   SKPD,   SKPDKB,   SKPDKBT,
SKPDN,    SKPDL13,    atau    terhadap    pemotongan    atau
Pemungutan  oleh pihak ketiga. yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

31.   Surat   Pemberitahuan   Pajak   Daerah   yang   selanjutnya
disingkat   SPTPD   adalah   surat  yang   oleh  Wajib   Pajak
digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau
pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan/atau  bukan  objek
pajak,  dan/  atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   perpajakan
daerah.

32.   Surat  Tanda. Terima  Setoran  yang  selanjutnya  disingkat
SITS adalah bukti pelunasan PBB-P2.

33.   Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

34.   Pemeriksaan     Di    Bidang    Perpajakan    Daerah    yang
selanjutnya   disebut   Pemeriksaan   adalah   serangkalan
kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan,
dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif dan
profesional   berdasarkan   suatu    standar   pemeriksaan
untuk     menguji     kepatuhan     pemenuhan     kewajiban
perpajakan  daerah  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam
rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan perpajakan daerah.

35.   Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah
yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah §erangkaian
tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  untuk  mencari
serta   mengumpulkan   bukti   yang   dengan   bukti   itu
membuat  terang  tindak  pidana   di   bidang  perpajakan
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB  11
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

(1)    Bupati     mendelegasikan     wewenang     kepada     Kepala
Bapenda untuk menandatangani keputusan persetujuan
atau penolakan dalam hal:
a.  pembetulan SPPT;
b.  pengurangan pajak;
c.   pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
d.  pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
e.  pengembalian kelebihan pajak; dan
f.   pemberitahuan  kepada Wajib  Pajak  atas  persetujuan

pemohonan  setelah  lewat  jangka  waktu  yang  telah
ditetapkan.

(2)    Bupati  memberikan  wewenarig  kepada  Kepala  Bapenda
untuk  menetapkan  pajak  terutang  dengan  menerbitkan
SPPT, STPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN,   dan SKPDLB.

(3)    Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib
Pajak,      wewenang      Kepala      Bapenda      sebagaimana
dimaksud  pada ayat  (1)  dan ayat  (2),  dapat dilimpahkan
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kepada    pejabat    2    (dua)    tingkat    dibawahnya    yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB   Ill
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK,

DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 3

(1)    Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)    NJOP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan

berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)    NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga

rata-rata  yang  diperoleh  dari  transaksi  jual  beli  yang
terjadi secara wajar.

(4)    Bilamana    tidak   terdapat    transaksi   jual    beli,    NLJOP
ditentukan  melalui  perbandingan  harga  dengan  objek
lain   yang   sejenis,   atau   nilal   perolehan   baru,   NJOP
pengganti.

(5)    Besamya  NJOP  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (I)
ditetapkan  setiap  3   (tiga)   tahun,   kecuali  untuk  objek
pajak   tertentu   dapat   ditetapkan   setiap   tahun   sesual
dengan perkembangan wilaychnya.

Pasal 4
Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagal  berikut:
a.  besarnya  NJOP  sampai  dengan  Rpl.000.000.000,00  (satu

milyar rupiah) ditetapkan tarif PBB-P2 sebesar   0,14% (nol
koma empat belas persen);

b.  besarnya NJOP lebih  besar dari  Rpl.000.000.000,00  (satu
milyar rupiah)  ditetapkan tarif P13B-P2  sebesar   0,26%  (nol
koma dua enam persen); dan

c.  besamya NJOP berupa lahan produksi pangan dan ternak
ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 5

(1)    Besar   NJOPTKP   ditetapkan   sebesar   Rpl0.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(2)    Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih  dari  1  (satu)  objek
pajck  maka  NJOFTKP  dikenakan  untuk  1   (satu)  objek
pajak.

Pasal 6

(1)    Besaran  pokok   Pajak  Yang  Terutang  dihitung   dengan
cara  mengalikan  dasar  pengenaan  pajak  sebagaimana
dimaksud    dalam    Pasal    3     ayat     (1)     dengan    tarif
sebagalmana dimaksud dalal.n Pasal 4,  setelah dikurangi
NJOPTKP.

(2)    Perhitungan   besaran   pokok   pajak   dituangkan   dalam
SPPT.

(3)    Contoh   perhitungan   penetapan   besaran    Pajak   Yang
Terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
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merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari   Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 7

(1)    Tata    cara    Pemungutan    PBB-P2    mencakup    seluruh
rangkaian     proses     yang     harus     dilakukan     dalam
menatausahakan,       menerima,       menyetorkan,       dan
melaporkan penerimaan PBB-P2.

(2)    Tata  cara  Pemungutan  PBB-P2  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.  prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek

pajak;
b.  prosedur    penetapan,    penelitian,    dan    pembetulan

penetapan;
c.   prosedur pembayaran PBB-P2;
d.  prosedur pelaporan PBB-P2;
e.   prosedur penagihan PBB-P2;
f.   prosedur pengurangan PBB-P2;
9.   prosedur pengajuan keberatan dan banding; dan
h.  prosedur      pengembalian      kelebihan      pembayaran

PBB-P2.

Pasal 8

(1)    Untuk       melaksanakan       Pemungutan       sebagaimana
dimaksud    dalam    Pasal    7,    Bapenda    paling    sedikit
melaksanakan fungsi:
a.  peridataan;
b.  pelayanan;
c.  pengolahan data dan informasi; dan
d.  pembukuan dan pelaporan.

(2)    Ftrngsi  pendataan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf      a      yaitu      memperoleh,      melengkapi,      dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak
termasuk     informasi     gcografis     objek     Pajak     untuk
keperluan administrasi perpajakan Daerah, yang meliputi
seluruh    Bumi    dan/atau    Bangunan    dalam    wilayah
Daerah.

(3)    Fungsi  pelayanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b  yaitu  melakukan  interaksi  dengan  Wajib  Pajal{
dalam semua tahapan Pemungutan PBB-P2.

(4)    Fungsi   pengolahan   data   dan   informasi   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c  yaitu  untuk  mengelola
basis data terkait objek pajak dan Subjek Pa.jak.

(5)    Fungsi     pembukuan     dan     pelaporan      sebagainana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu untuk menyiapkan
laporan   realisasi   penerimaan   dan   tunggakan   PBB-P2
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang
ditunjuk.
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Bagian Kedua
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak

Paragraf 1
Prosedur Pendaftaran

Pasal 9

(1)    Prosedur      pendaftaran      objek      pajak      sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah kegiatan
penglsian  SPOP  dan   LSPOP  oleh  Wajib   Pajck   dengan
dilampiri dokumen pendukung.

(2)    Kegiatan pendaftaran wajib  dilakukan oleh  Subjek Pajak
dengan  cara  mengambil,  mengisi,  dan  mengembalikan
SPOP dan LSPOP ke mall pelayanan publik loket Bapenda.

(3)    SPOP  dan  LSPOP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
disediakan  oleh  Bapenda  dan  harus  diisi  dengan  jelas,
benar,  lengkap,  dan  ditandatangani  oleh  Subjek  Pajak
atau yang dikuasakan.

(4)    Penyampaian  SPOP  dan  LSPOP  sebagalmana  dimaksud
pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
tanggal pengambilan SPOP dan LSPOP.

(5)    Bentuk dan isi SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum
dalam    Lampiran    11    yang    merupakan    bagian    tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Prosedur Pendataan

Pasal  10

(1)    Prosedur pendataan  objek pajak  sebagaimana dimaksud
dalam    Pasal    7    ayat    (2)    huruf   a    adalah    kegiatan
pembentukan  dan/atau  pemeliharaan  basis  data,  balk
subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif
maupun aktif.

(2)    Kegiatan pendataan  dilakukan  oleh Bapenda atau  pihak
lain  yang  ditunjuk  untuk  mengetahui  data  objek  dan
Subjek     Pajak     termasuk     apabila     terjadi     mutasi
keseluruhan dan mutasi sebagian.

(3)    Pendataan     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)
dilakukan dengan cara:
a.  pasif,   yaitu   pendataan   dengan   penyampaian   dan

pemantauan pengembalian SPOP; dan
b.  aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak,

verifikasi  data  objek  pajak,  dan  pengukuran  bidang
objek pajak.

(4)    Pendataan  melalui  identifikasi  objek  pajak  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf b  dilakukan  pada  objek
pajak     yang     belum      terdata     dalam      administrasi
pembukuan PBB-P2.

(5)    Pendataan      melalui      veriflkasi      data      objek      pajak
sebagainana dimaksud pada ayat  (3)  humf b  dilarfukan
pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi
pembukuan PBB-P2.

(6)    Berdasarkan   hasil   pendataan   sebagaimana   dimaksud
pada  ayat  (1)  apabila  ditemukan  ketidaksesualan  antara
data   yang   dimiliki   Wajib   Pajak   atau   petugas   pajak
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dengan     bukti      di     lapangan      dilanjutkan      dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal  1 1

(1)    Berdasarkan   hasil   pendataan   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal  10, terhadap objek pajak diberikan NOP

(2)    Pendataan      terhadap      mutasi      keseluruhan      tidak
menghilangkan NOP lama.

(3)    Pendataan  terhada.p  mutasi  sebagia.n  atas  tanah  induk,
masing-masing penerima mutasi scbagian mendapat NOP
baru, sedangkan NOP lama digunakan sebagai NOP induk.

(4)    Terhadap  penggabungan  beberapa  NOP,  salah  satu  dari
NOP tersebut dipakai untuk NOP induk  sedangkan  NOP
lainnya dihapus.

Pasal  12

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah:
a.  fotokopi kartu tanda penduduk;
b.  fotokopi sertifikat atau surat pemberitahuan tanah;
c.   fotokopi persetujuan bangunan gedung jika ada;
d.  fotokopi PBB-P2 pendamping;
e.   surat kuasa apabila dikuasakan; dan
f.   mengisi  formulir  SPOP  dan  LSPOP  disertal  tanda  tangari

Wajib Pajak atau kuasanya.

Paragraf 3
Prosedur Penilaian

Pasal  13

(1)    Prosedur  penilaian  objek  pajak  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal  7  ayat  (2)  huruf a adalah penilaian individu
dan   penilaian   massal   yang   digunakan   sebagai   dasar
penetapan NJOP.

(2)    Pehilalan merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan
NJOP.

(3)    Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
a.  penilalan individu diterapkan pada. objek pajak umum

yang bemilal tinggi atau objek pajak khusus; dan
b.  penilaian  mas§al,  NJOP  Bumi  dihitung  berdasarkan

NIR yang terdapat pada setiap ZNT,  sedanBkan NJOP
Bangunan dihitung berdasarkan DBKB.

(3)    Kegiatan penilaian  sebagalmana  dimaksud pada  ayat  (2)
dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
a.  pendekatan nilai pasar;
b.  pendekatan biaya; dan/atau
c.   pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(4)    Penilaian    dengan   pendekatan    nilai   pasar   dilakukan
dengari   cara  membandingkan   objek  pajak  yang  akan
dinilai  dengan  objek  pajak  lain  yang  sejenis  yang  nilai
jualnya  sudah   diketahui  dengan  melakukan  beberapa
penyesualan.

(5)    Penilaian   dengan   pendekatan   biaya   dilakukan   untuk
penilajan   Bangunan    dengan    care   memperhitungkan
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biaya    yang    dikeluarkan    untuk    membangun    baru
dikurangi dengan penyusutan.

(6)    Pendekatan   kapitalisasi   pendapatan    dilakukan    pada
objek    yang    menghasilkan/memiliki     nilai     komersial
dengan  cara  menghitung  atau  memproyeksikan  seluruh
pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek
pajak  dikurangi  dengan  kekosongan,  biaya  operasional,
dan hak pengusaha.

Bagian Ketiga
Prosedur Penetapan, Penelitian, dan Pembetulan Penetapan

Pasal  14

(1)    Penetapan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan:
gi.  SPPT  dalam  hal  Wajib  Pajak  melakukan  pendaftaran

dengan menyampaikan SPOP dan LSPOP; atau
b.  SKPD    dalam    hal   Wajib    Pajak    tidak    melakukan

pendaftaran dan  sudah ditegur secara tertulis dengari
surat teguran serta dalam hal hasil pemeriksaan atau
PBB-P2    terutang   lebih    besar    dari    PBB-P2    yang
dihitung  berdasarkan  SPOP yang  disampaikan  Wajib
Pajak.

(2)    Prosedur      penelitian      dan      pembetulan      penetapan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  huruf b
adalah  kegiatan  verifikasi yang  dilarfukan  olch  Bapenda
atas    kebenaran    SPPT    dan    kelengkapan    dokumen
pendukungnya.

Pasal  15

(1)    PBB-P2   yang   terutang   berdasarkan   SPOP   ditetapkan
dengan menggunakan SPPT.

(2)    Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT melalui:
a.  pengambilan   sendiri   di   kecamatan/kelurahan/desa

tempat  objek  paja.k  terdaftar  atau  ditempa.t  lain yang
ditunjuk; atau

b.  pengiriman    melalui    pos    atau    disampaikan    oleh
petugas Bapenda/kecamatan / kelurahan/ desa.

(3)    Bentuk   dan   isi   SPIT   sebagalmana   tercantum   dalam
Lampiran  Ill  yang  merupakan  bagian  tidak  teapisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal  16

(1)    Sebelum     Sppr    disampaikan     kepada    Wajib     Pajak,
dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT.

(2)    Kegiatan     penelitian     sebagalmana     dimaksud     pada
ayat (I) dilakukan terhadap:
a.   Subjek Pajak;
b.  objek pajak; dan/atau
c.   NIIOP.

(3)    Dalam   hal   ditemukan   kesalahan   seperti   nana   Wajib
Pajak,    SPPT   ganda,    alamat,    luas   objek   pajak   dan
ketetapan pajak, maka Bapenda melakukan pembetulan.
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Pasal  17

(1)    Dalam  hal  Sppr telah  disampaikan  kepada  Wajib  Pajak
dan  Wajib  Pajalc  menemukan  kesalahan  §eperti  nana
Wajib  Pajak,  SPPT  ganda,  alarnat,  1uas  ot]jek  pajak  dan
ketetapan    pajak,     Wajib    Pajak    dapat    mengajukan
permohonan pembetulan kepada Bapenda paling lanbat
1  (satu) bulan sejak diterimanya Sppr pada Tahun Pajak
berkenaan.

(2)    Pemohonan  pembetulan  SPIT  sebagalmana  dimaksud
pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  secara  perorangan  atau
secara kolektif.

(3)    Untuk  mendukung     permohonan     pembetulan     Sppr
sebagaimana    dimaksud  pada  ayat  (1)  oleh  Wajib  Pajck
pribadi dan/atau  kolektif,  harus melampirkan dokumen
benlpa:
a.  fotokopi SPIT yang dimohonka`n; dan
b.  fotokopi      sertifikat/surat      pemberitahuan      tanah

dan/atau surat keterangan yang sah atas objek pajak.
(4)    Atas   pemohonan   pembetulan   sebagalmana   dimaksud

pada    ayat    (1),    Bapenda    melakukan    verifikasi    dan
pembetulan.

(5)    Verifikasi  dan  pembetulan  sebagalmana  dimaksud  pada
ayat   (4)   dilakukan  paling  lambat  3   (tiga)   bulan  sejak
diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.

(6)    Pemohonan   pembetulan   SPPT  yang   tidak   memenuhi
persyara.tan    sebagaimana    dimaksud    pada    a.yat    (3),
dianggap   bukan   sebagai   pemohonan   sehingga   tidak
dapat dipertimbangkan.

(7)    Bentuk    dan    isi    formulir    pembetulan    sebagaimana
tercantum  dalam  Lampiran  IV yang  merupakan  bagian
tidak terpisahkan darn Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Prosedur Pembayaran PBB-P2

Pasal  18

(1)    Prosedur   pembayaran   PBB-P2   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah pembayaran pajak
terutang  yang  dilarfukan  oleh  Wajib  Pajak  berdasarkan
SPPT dan/atau SKPD.

(2)    Pembayaran    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  melalui  bank  atau  tempat
lain yang ditunjuk.

(3)    Bank   atau   tempat   lain   yang   ditunjuk   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  Keputusan
Bupati.

(4)    Apabila    tempat    pemba.yaran    di    tempat    lain    yang
ditetapkan  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (2),  hasi]
penerimaan  pajak  disetor  ke  kas  daerah  paling  lama  1
(satu) hari keq.a.

(5)    Apabila  batas  waktu  penyetoran jatuh  pada  hari  libur,
maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
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Pasal  19

(1)    Tata cara pembayaran P13B-P2 oleh Wajib Pajak adalah:
a.  Wajib    Pajak    membayar    PBB-P2    terutang   dengan

menunjukkan  SPPT dan/atau  SKPD  atau  NOP   pada
bank atau tempat lain yang ditunjuk;

b.  pembayaran P13B-P2 dilakukan sekaligus atau lunas;
c.   PBB-P2    temtang    harus    dilunasi    paling    lambat

6 (enan) bulan;
d.  Wajib      Pal-ak      setelah      melakukan      pembayaran

memperoleh      STTS      atau      dokumen     lain     yang
dipersamakan; dan

e.   STTS atau dokumen lain yang dipersamakan dianggap
sah  apabila  telah  ada  tanda lunas  darn  bank  tempat
pembayaran dan/atau tempat lain yang ditunjuk.

(2)    Sins  dibuat  ran8kap  4  (empat)  1embar untuk  diberikan
kepada,
a.   Iembar ke-1  diberikan kepada Wajib Pajak;
b.  Iembar ke-2 dan ke-3 diberikan kepada Bapenda; dan
c.   1embar   ke-4    untuk   bank    dan/atau    tempat   lain

pembayaran pajak.
(3)    Bentuk   dan   isi   STI`S   sebagaimana   tercantum   dalam

Lampiran  V  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Prosedur Pelaporan PBB-P2

Pasal 20

(1)    Prosedur    pelaporan    PBB-P2    sebagaimana    dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah kegiatan pelaporan
realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2.

(2)    Pelaporan   PBB~P2   dilaksanakan   oleh   Bapenda   setiap
bulan kepada Bupati.

(3)    Pelaporan     PBB-P2      bertujuan     untuk     memberikan
infomasi  tentang  realisasi  penerimaan  dan  tunggakaLn
PBB-P2 sebagal bagian dari pajak daerali.

(4)    Bentuk,    jenis,     dan     isi     formulir     laporan     PBB-P2
sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran    V    yang
merupakan   bagian   tidak   teapisahkan   dari   Peraturan
Bupati ini.

Pasal 21
Pelaporan    oleh    Bapenda    sebagaimana    dimaksud    dalam
Pasal  20  berdasarkan  SPPT,  SKPD,  SSPD,  SITS,  dan  dokumen
lain yang sah dari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Pro§edur Penagihan PBB-P2

Pasal 22

(1)    Prosedur    penagihan    PBB-P2    sebagaimana    dimaksud
dalam   Pasal   7   ayat   (2)   humf   e   meliputi   kegiatan
penagihan berdasarkan  SPPT dan/atau  SKPD yang telah
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jatuh  tempo,  STPD,  dan  surat  teguran  yang  diterbitkan
oleh Bapenda.

(2)    Penagihan diawali dengan penerbitan STPD.
(3)    STPD  sebagalmana dimaksud pada ayat  (1)  dapat diikuti

dengan surat teguran dan/atau surat paksa.
(4)    Sebelum  surat  teguran  disampalkan,  dilakukan  upaya

persuasif selama 1  (satu) bulan setelah jatuh tempo.
(5)    Surat   teguran   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)

disampaikan   7   (tujuh)   hari   setelah   dilakukan   upaya
persuasif.

(6)    Surat   paksa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (3)
disampaikan       berdasarkan       ketentuan       peraturan
perundang undangan.

(7)    Dalam  hal  PBB-P2  terutang  tidak  atau  kurang  dibayar
sampai tanggal jatuh tempo maka diterbitkan STPD yang
berisi   pengenaan   sanksi   administrasi   berupa   bunga
sebesar   1%  (§atu  persen)  per  bulan  dari  PBB-P2  yang
tidak atau kurang dibayar berdasarkan Sppr atau SKPD
untuk jangka waktu  paling lama  24  (dua  puluh  empat)
bulan.

Pasal 23

(1)    Penetapan      SKPDKB/SKPDKBT      PBB-P2,      dilakukan
dengan tahapan:
a.  Bapenda   memeriksa   SPPT/SKPD,   STPD,   dan/atau

S'rTS sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
dibayar oleh Wajib Pajak;

b.  terhadap   SPPT/SKPI),   STPD,   dan/atau   SITS  yang
temyata kurang bayar, Bapenda menetapkan SKPDKB
atau SKPDKBT; dan

c.  Wajib  Pajak  menerima  SKPDKB  atau  SKPDKBT  dan
membayarkan     PBB-P2     terutang     sesuai     dengan
prosedur pembayaran PBB-P2.

(2)    Penerbitan surat teguran, mclalui tahapan:
a,   STPD,      SKPDKB,      SKPDKBT,      Surat      Keputusan

Pembetulan,     Surat     Keputusan     Keberatan,     dan
Putusan  Banding,  yang  menyebabkan  jumlah  pajak
yang   harus   dibayar   bertambah   mempakan   dasar
penagihan  pajak  dan  harus  dilunasi  dalam  jangka
waktu   paling   lama    1    (satu)   bulan   sejak   tanggal
diterbitkan;

b.  dalam    hal    Wajib    Pajak    tidak    melunasi    pajak
melampauj   jangka   waktu   sebagainana   dimaksud
pada huruf a,   dalam waktu  1  (satu) bulali sejak jatuh
tempo,  Bapenda  melakukan  upaya  persuasif kepada
Wajib Pajak agar melunasi P813-P2 terutang;

c.   setelah    1    (satu)    bulan    sejak   jatuh    tempo,    atas
permohonan    penundaan    atau   pembayaran    pajak
secara  mengangsur  oleh  Wajib  Pajak  yang  disetujui,
maka   Bapenda   tetap   melakukan   upaya   persuasif
kepada  Wajib  Pajak  agar  melunasi  PBB-P2  terutang;
dan

d.  setelah   15  (lima  belas)  hard  sejak jatuh  tempo,  atas
permohonan    penundaan    atau    pembayaran    pajak



-14-

secara   mengangsur   oleh   Wajib   Pajak   yang   tidak
disetujui, maka Bapenda menerbitkan surat teguran.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding

Pasal 24

(1)    Wajib  Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
melalui Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk atas:
a.   SPPT;
b.   SKPD; dan
c.   STPD.

(2)    Keberatan    diajukan     secara    tertulis    dalam    bahasa
Indonesia dengan discrtai ala.sam-alasan yang jelas.

(3)    Keberatan  harus  diajukan  dalam  jangka  waktu  paling
lama   3   (tiga)   bulan   sejak   tanggal   surat   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  kecuali jika  Wajib  Pajak  dapat
mcnunjukkan   bahwa   jangka   waktu   itu   tidak   dapat
dipenuhi  karena keadaan  di luar kerfuasaannya.

(4)    Keberatan   dapat   diajukan   apabila   Wajib  Pajak   telah
membayar   paling   sedikit  sejumlah yang telah  disetujui
Wajib Pajck.

(5)    Keberatan       yang       tidak       memenuhi       persyaratan
sebagaimana   dimaksud   pada  ayat   (1)   sampai   dengan
ayat  (4)  tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga
tidck dipertimban9kan.

(6)    Bentuk     dan     isi     formulir     permohonan     keberatan
sebagalmana    tercantum    dalam    Lampiran    VI    yang
merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari   Peraturan
Bupati ini.

Pasal 25

(1)    Wajib   Pajak   dapat   mengajukan   permohonan   banding
kepada  pengadilan  pajak  terhadap  keputusan  mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)    Pengajuan       permohonan       banding       menangguhkan
kewajiban membayar pajak sampal dengan  1  (satu) bulan
sejak tanggal pencrbitan Putusan Banding.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2
Pasal 26

(1)    Wajib       Pajak       dapat       mengajukan       permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan
pengurangan  atau  pembatalan  ketetapan  pajak  secara
tertulis     kepada     Bupati     melalui     Bapenda     dengan
melampirkan   fotokopi   STPD,      SPPT,   SKPD   dan/atau
SITS  1  (satu)  tahun  sebelumnya  disertal  dengan   bukti
dan ala.san yang jelas.

(2)    Bapenda     melakukan     penelitian     dan     Pemeriksaan
terhadap    Wajib    Pajak    sebagai    bahan    pertimbangan
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pemberian    persetujuan/penolakan    atas    permohonan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1).

(3)    Pemberian       pengurangan   atau   penghapusan   sanksi
administratif     dan     pengurangan     atau     pembatalan
ketetapan   pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran
pajak.

(4)    Bentuk  dan  isi  formulir  permohonan  pengurangan  atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan   ketetapan   pajak   sebagalmana   tercantum
dalam   Lampiran   VII   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1)    Bupati   berdasarkan   permohonan   Wajib   Pajak   dapat
memberikan   pengurangan   atau   penghapusan   sanksi
administratif  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   26
ayat (1) berupa bunga dan kenaikan Pajak Yang Ten]tang
menurut   peraturan   perundang-undangan,   dalam   hal
sanksi   administratif  tersebut   yang   dikenakan   karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2)    Permohonan   pengurangan   atau   penghapusan   sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi persyaratan:
a.  satu  permohonan  untuk  i  (satu)  STPD,  SPPT/SKPD,

SSPD yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
b.  diajukan   secara   tertulis   dalarn   bahasa   Indonesia

dengan mencantumkan besarannya sanksi administratif
yang   dimohonkan   pengurangan   atau   penghapusan
disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c.   dilampiri   fotokopi    STPD,    SPPT/SKPD,    SSPD   yang
dimohonkan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi
administratif;

d.  Wa.jib   Pajak   tidak   sedang   mengajukan   keberatan,
mengajukan      keberatan      namun      tidak      dapat
dipertimbangkan,      atau      mengajukan      keberatan
kemudian     mencabut     keberatannya     atas     STPD,
SPIT/SKPD,     SSPD,     dalam     hal    yang     diajukan
pemohonan  pengurangan  atau  penghapusan  adalah
sanksi   administratif  yang   tercantum   dalam   STPD,
SPPT/SKPD, SSPD; dan

e.  Wajib  Pajak  telah  melunasi  pajak  yang  tidak  atau
kurang   dibayar   yang   menjadi   dasar   perhitungan
sanksi   admihistratif  yang   tercantum   dalam   STPD,
SPIT/SKPD, SSPD.

(3)    Permohonan   pengurangan   atau   penghapusan   sanksi
administratif     yang      tidak      memenuhi      persyaratan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dianggap  bukan
sebagal        permohonan        sehingga        tidak        dapat
dipertimbangkan.

Pasal 28

(1)    Permohonan   pengurangan   atau   pembatalan  ketetapan
pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (1)
be-pa:
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a.  pengurangan   atau   pembatalan   SPPT/SKPD,   SSPD
yang tidal{ benar;

b.  pengurangan atau pembatalan STPD;
c.  pembatalan  hasil  Pemeriksaan  atau  ketetapan  pajak

yang   dilal[sanakan   atau   diterbitkan   tidak   sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

d.  pengurangan     ketetapan     Pajak     Yang     Terutang
berdasarkan   pertimbangan   kemampuan   membayar
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(2)    Bupati   berdasarkan   pemohonan   Wajib   Pajak   dapat
memberikan pengurangan atau pembatalan pajak kepada
Wajib Pajak dalam hal:
a.  karena    kondisi    tertcntu    objek    pajak    yang    ada

hubungannya dengan  Subjek Pajak dan/atau karena
sebab-sebab tertentu lainnya; dan

b.  objek  pajak  terkena  bencana  alaln  atau  sebab  lain
yang luar biasa.

(3)    Kondisi   tertentu   objek   pa.jak  yang   ada   hubungannya
dengan   Subjek   Pajak   dan/atau   karena   sebab-sebab
tertentu  lalnnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
huruf a untuk:
a.  Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1.  objek  pajak yang  Wajib  Pajaknya  veteran  pejuang
kemerdekaan,     veteran     pembela     kemerdekaan,
penerima     tanda    jasa     bintang    gerilya,     atau
j anda/dudanya yang berpenghasilan dibawah upah
minimum       kabupaten,        sehingga.       kewa.jiban
PBB-P2nya sulit dipenuhi;

2.  objek  pajak  yang  Wajib  Pajaknya  bexpenghasilan
semata-mata       berasal       dari       pen§iun       atau
janda/dudanya,   sehingga   kewajiban   PBB-P2nya
sulit dipenuhi;

3.  objek  pajak  yang  Wajib  Pajaknya  berpenghasilan
dibawah   upah    minimum    kabupaten,    sehingga
kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi; dan/ ata.u

4.  objek  pajak  yang  Wajib  Pajaknya  berpenghasilan
dibawah  upah  minimum  kabupaten  yang  NJOP
per meter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan   dan   dampak   positif   pembangunan,
sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi;

b.  Wajib  Pa.jak  Badan  meliputi:  objek  pajak yang  Wajib
Pajaknya  adalah  Wajib  Pajak  Badan  yang  mengalami
kerugian  dan  kesulitan  likuiditas  pada  Tahun  Pajak
sebelumnya      sehingga      tidak      dapat      memenuhi
kewajiban rutin berdasarkan hasil audit oleh akuntan
publik.

(4)    Bencana   alam   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau  serangkaian  peristiwa yang  disebabkan  oleh  alam,
antara lain gempa bumi, tsunani, erosi, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin, topan, dan tanah longsor.

(5)    Sebab  lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2)  humf  b  meliputi  kebakaran,  wabah  penyakit
tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.
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Pasal 29
(1)    Permohonan   pengurangan   atau   pembatalan   ketetapan

pajak  sebagaimama  dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (1),
harus memenuhi persyaratan:
a.   satu  permohonan  untuk  1  (satu)  STPD,  SPP'I`/SKPD,

SSPD yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
b.  diajukan   secara   tertulis   dalam   bahasa   Indonesia

dengan    mencantumkan    besarannya    pengurangan
atau     pembatalan     ketetapan     yang     dimohonkan
pengurangan  atau  pembatalan  disertal  alasan  yang
mendukung permohonannya;

c.   dilampiri   fotokopi    STPD,    SPPT/SKPD,    SSPD   yang
dimohonkan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak;

d.  Wajib   Pajak   tidak   sedang   mengajukan   keberatan,
mengajukan      keberatan      namun      tidak      dapat
dipertimbangkan,      atau      mengajukan      keberatan
kemudian     mencabut     keberatannya     atas     STPD,
SPPT/SKPD,     SSPD,     dalam     hal     yang     diajukan
perrnohonan  pengurangan  atau  penghapusan  adalah
sanksi      administratif     atau      pengurangan      atau
pembatalan  ketetapan  yang  tercantum  dalam  STPD,
SPPT/SKPD, SSPD; dan

e.  Wajib  Pajak  telah  meluna§i  pajak  yang  tidak  atau
kurang   dibayar   yang   menjadi   dasar   perhitungan
pengurangan atau pembatalan  pajck yang  terc`antum
dalam STPD, SPPT/SKPD, SSPD 2 (dua.) tahun terakhir.

(2)    Permohonan    pengurangan    atau    pembatalan    STPD,
SPIT/SKPD,   SSPD  yang  tidak  memenuhi   persyaratan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dianggap  bukan
sebagai        permohonan         sehingga        tidak        dapat
dipertimbangkan.

Pasal 30
Besamya pengurangan  atau  pembatalan  pajak  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan seba.gal berikut:
a.   sebesar   75%   (tujuh   puluh   lima   persen)   dari   PBB-P2

tenitang     dalam     hal     kondisi     tertentu     sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a angka 1;

b.  paling tinggi 50°/o (lima puluh persen) dari PBBIP2 terutang
dalam   kondisi   tertentu   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal 28 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, dan angka 4;

c.  paling  tinggi  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari  PBB-P2
terutang     dalam     hal     kondisi     tertentu     sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b; dan

d.  paling  tinggi  100%  (seratus  persen)  dari  PBB-P2  terutang
dalam  hal  objek  pajak  terkena  bencana  alam  atau  sebab
lain   yang   luar   biasa    sebagaimana   dimaksud    dalan
Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 3 1
Wajib  Pajak  sebagajmana  dimaksud  dalam  Pasal  28,  wajib
mengajukan    permohonan    pengurangan    pajak    terutang
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1    (satu)   permohonan   untuk    1    (satu)    Sppr/SKPD,   yang
diajukan dalam jangka waktu:
a.  paling   lambat   3    (tiga)    bulan   terhitung   sejak   tanggal

diterimanya SPPT/SKPD  dan/atau  tanggal  30 Juni Tahun
Pajck berkenaan; dan

b.  paling   lambat   3    (tiga)    bulan   terhitung   sejak   tanggal
terjadinya  bencana  alam  atau  terjadinya  sebab  lain  yang
luar biasa.

Pasal 32

(1)    Permohonan     pengurangan     dapat     diajukan     secara
perseorangan atau kolektif.

(2)    Permohonan  pengurangan  pajak terutang yang diajukan
harus dilampiri:
a.  fotokopi   SPPT   untuk   Tahun   Pajak   yang   diajukan

permohonan pengurangan;
b.  fotokopi  tanda  pengenal,  tanda  anggota  veteran  bagi

anggota veteran;
c.  surat   keterangan   dari   pemerintah   desa/kelurahan

setempat dan/atau instansi terkait; dan
d.  Iaporan keuangan bagi Wajib Pajak Badan.

(3)    Wajib       Pajak       dapat       mengajukan       permohonan
pengurangan pajak terutang apabila telah lunas  PBB-P2
yang  menjadi  dasar  permohonan  pengurangan  2  (dua)
tahun terakhir.

Pasal 33

(1)    Keputusan   persetujuan   atau   penolakan   pengurangan
PBB-P2  disanpaikan  kepada  Wajib  Pajak  paling  lambat
6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

(2)    Apabila    permohonan     pengurangan     tidak     diberikan
keputusan   §elama   6   (enam)   bulan   scjak   diterimanya
permohonan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dianggap disetujui.

(3)    Wajib  Pajak  melakukan  pembayaran  setelah  menerima
keputusan persetujuan atau penolakan.

Pasal 34
Penyampaian   permohonan   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal 26,  Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan atas
surat permohonan Wajib Pa.jak.

Pasal 35

(1)    Bupa.ti   dapat   mengabulkan   sebagia.n   atau   seluruhnya
atau menolak permohonan Wajib Pajak atas:
a.  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi

administratif
dan

sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27;

b.  permohonan   pengurangan   atau   pembatalan   STPD,
SPPT/SKPD,    SSPD    sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal 28.
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(2)    Keputusan      atas     permohonan     pembatalan      STPD,
SPPT/SKPD,     SSPD     sebagaimana     dimaksud     dalam
Pasal   28   dapat   berupa   mengabulkan   atau   menolak
permohonan Wajib Pajak.

(3)    Atas    permohonan   tertulis    dari   Wajib    Pajck,    Bupati
memberikan   keterangan   secara   tertulis   hal-hal   yang
menjadi    dasar    untuk    menolak    atau    mengabulkari
sebagian   atau   seluruhnya   permohonan   Wajib   Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan ayat  (2)  dalam
jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak
permohonan tersebut diterima.

Bagian Kesembilan
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2

Pasal 36
(1)    Prosedur  pengembalian  kelebihan  pembayaran  PBB-P2

sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal  7  a.yat  (2)  huruf h
adalah    kegiatan    penetapan    pengembalian    kelebihan
pembayaran  PBB-P2  dari  Bapenda  kepada  Wajib  Pajak
setelah melalui proses penelitian.

(2)    Wajib       Pajak       dapat       mengajukan       permohonan
pengembalian  kelebihan  pembayaran  PBB-P2  dalam  hal
terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan Pajak
YaLng Terutang.

(3)    Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena:
a.  perubahan peraturan perundang-undangan;
b.  keputusan pemberian pengurangan;
c.  keputusan penyelesalan keberatan;
d.  kesalahan penetapan;
e.  kekeliruan pembayaran; dan
f.   keputusan   pengadilan   yang   mempunyai   kekuatan

hukum tetap.
(4)    Permohonan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)

disampalkan kepada Bapenda. dengan melampirkan:
a.   SPPT dan/atau SKPD dan SSPD asli; dan
b.   STPD.

(5)    Bapenda       menetapkan       keputusan       pengembaliari
kelcbihan   pembayaran   PBB-P2   paling   lambat   3   (tiga)
bulan setelah diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.

(6)    Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka
waktu  paling  lambat  2  (dua)  bulan  sejak  diterbitkanya
SKPDLB.

BABV
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 37
(I)    Pemeriksaan  pajak ditujukan untuk mengrji  kepatuhan

pemenuhan   Wajib   Pajck   dan   pelaksanaan   ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2)    Pemeriksaan pajak dilakukan dalam bentuk:
a.  Pemeriksaan sederhana; dan/atau
b.  Pemeriksaan lengkap.

(3)    Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan
di  Bapcnda  terhadap  Wajib  Pajak untuk tahun  berjalan
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dan/atau    tahun-tahun    sebelumnya   yang    dilakukan
dengan  menerapkan  teknik  Pemeriksaan  dengan  bobot
dan kedalaman yang sederhana.

(4)    Pemeriksaan  lengkap  dilakukan  di  tempat  Wajib  Pajak
untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya
yang dilakukan dengan menerapkan tehaik Pemeriksaan
yang     lazim     digunakan     dalam     Pemeriksaan     pada
umumnya.

Pasal 38
Pemeriksaan     sederhana     sebagaimana    dimaksud     dalam
Pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
a.  memberitahukan    agar    Wajib    Pajak    membawa    tanda

pclunasan    pajak,    buku-buku    catatan    dan    dokumen
pendukung    lainnya    termasuk    keluaran    dari    media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

b.  meminjam  buku-buku,  catatan  dan  dokumen pendukung
lainnya   termasuk   keluaran   dari   media   komputer   dan
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;

c.  memeriksa buku-buku,  catatan dan dokumen pendukung
lainnya   termasuk   keluaran   dari   media   komputer   dan
pengolah data lainnya;

d.  meminta  keterangan  lisan   dan/atau  tertulis   dari  Wajib
Pajak yang diperiksa; dan

e.  meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari
pihak  ketiga  yang  mempunyai  hubungan  dengan  Wajib
Pajak yang diperiksa.

Pasal 39
Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37
ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
a.  memeriksa   tanda   pelunasan   dan   keterangan   lainnya

sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
b.  memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung

lainnya   temasuk   keluaran   dari   media   komputer   dan
pengolali data lainnya;

c.  meminjam buku-buku, catatan,  dan dokumen pendukung
lainnya   termasuk   keluaran   dari   media   komputer   dan
pengolah data lalnnya dengan memberikan tanda terima;

d.  meminta  keterangan  lisan  dan/atau  tertulis  dari  Wajib
Pajak yang diperiksa;

e.  memasuki  tempat  atau  ruangan yang diduga merupakan
tempat  menyimpan  dokumen,  uang,  barang,  yang  dapat
memberikan  petunjuk  tentang  keadaan  usaha  dan/atau
tempat-tempat     lain     yang     dianggap     penting     serta
melakukan Pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

f.   melakukan   penyegelan   tempat   atau   ruangan   tertentu
apabila   Wajib   Pajak   atau   wakil   atau   kuasanya   tidak
memberikan  kesempatan  untuk  memasuki  tcmpat  atau
ruangan    tertentu,    atau    tidak    di    tempat   pada    saat
Pemeriksaan; dan

9.  meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari
pihak  ketiga  yang  mempunyal  hubungan  dengan  Wajib
Pajak yang diperiksa.
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Pasal 40

(1)    Apabila   pada   saat   dilakukan   Pemeriksaan   lapangan,
Wajib    Pajak   atau   wakil   atau   kuasanya   tidak   ada
di  tempat,   Pemeriksaan  tetap  dilaksanakan  sepanjang
ada pihak yang mempunyal kewenangan untuk bertindak
mewakili       Wajib       Pajak       sesuai       dengan       bates
kewenangannya,  dan  selanjutnya  Pemeriksaan  ditunda
dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

(2)    Untuk   keperluan   pengamanan   Pemeriksaan,   sebelum
Pemeriksaan     lapangan     ditunda,     pemeriksa     dapat
melakukan    penyegelan    tempat    atau    ruangan    yang
diperlukan.

(3)    Apabila   pada   saat   Pemeriksaan   lapangan   dilanjutkan
setelah  dilakukan  penundaan,  Wajib  Pajak  atau  wakil
atau  kuasanya  tidak juga  ada  di  tempat,  Pemeriksaan
tetap  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  minta  pegawai
Wajib  Pajak  yang  bersangkutan  untuk  mewakili  Wajib
Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan.

(4)    Apabila  Wajib   Pal.ak   atau  wakil   atau  kuasanya  tidak
memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan
yang  dianggap  perlu  dan  tidak  memberi  bantuan  guna
kelancaran     Pemeriksaan     serta     memberikan     yang
diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus
menandatangani surat pemyataan penolakan membantu
kelancaran Pemeriksaan.

(5)    Apabila  Wajib  Pajak  atau  yang  diminta  mewakili  Wajib
Pajak       menolak       untuk       membantu       kelancaran
Pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani
surat pemyataan penolakan Pemeriksaan.

(6)    Apabila    tcrjadi    penolakan     penandatanganan     surat
penolakan    Pemeriksaan,    pemeriksa    membuat    berita
acara  penolakan  Pemeriksaan yang ditandatangani  oleh
pemeriksa.

(7)    Surat     pemyataan     penolakan     Pemeriksaan,     surat
pernyataan        penolakan        membantu        kelan carari
Pemeriksaan  dan  berita  acara  penolakan  Pemeriksaan
dapat  dijadikan  dasar untuk  penetapan  besarnya pajak
terutang secara jabatan atau dilakukan Penyidikan.

(8)    Pemeriksa     membuat     laporan     Pemeriksaan     untuk
digunakan sebagal dasar penerbitan SKPDKB,  SKPDKBT
atau    STPD    atau    tujuan    lain    untuk    pelaksanaan
ketentuari   peraturan   perundang-undangan   perpajakan
daerah.

BAB VI
KETENTUAN   PENUTUP

Pasal 41
Pada  saat  Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku,   Peraturan
Bupati  Sanggau  Nomor  71  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara
Pemungutan   Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan
Perkotaan  (Berita  Daerah  Kabupaten  Sanggau  Tahun  2018
Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlafu.
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Pasal 42
Peraturan     Bupati     ini     mulai     berlaku     pada     tanggal
diundangkan.

Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatarmya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI SANGGAU,

ttd
YOHANES 0NTOT

DiundanBhan di Sanggau
pada tanggal 3 Maret 2025
Pj.  SEKRETARIAT DABRAH RABUPATEN SANGGAU,

ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 6

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19770315 200502 2  002
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR        :  6 TAHUN 2025
TENTANG     :  TATA CARA PEMUNGUTAN PALJAK BUMI

DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN

Contoh perhitungan penetapan PBB-P2 terutang sampal dengan satu miliar:
Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:

i   i:Es::i±a;:ii:oso?i¥die:nie:|En:iar:rF¥rfa       ::::: :::;::(::
pa.gar I,5 in dengan nilal jual                                       : Rp200.000,00/m2

Besarnya pokok  Pajak Yang Terutang adalah sebagal berikut:
1`    NJOP Bumi           =             I.000 m2    x           Rp450TOOO,OO
2.    NJOP

Bangunan
a.  Rumah                               600m2   x

roangunan)
b. Taman                               300m2   x
c.  Pagan                  =     120m2xl,5m2    x
Total NJOP Bangunan

Total NJOP Bumi dan Bangunan  1+2
NJOPTKP
NIJOP Kena Pajak
PBB Terutang

Ditetapkan 50%
Tarif Pajak x

0'14%          x

Rp650.000,00

Rp200.000,00
Rp200.000,00

NJOP KP
468.000.000,00

:.   :jang::=]       =     7.g88::   =        RPR]pZ:8.8,88:88

Total NJOP Bumi dan Bangunan 1+2
NJOPTKP

Rp450.000.000,00

Rp390.000.000,00

Rp60.000.000,00
00'C).000,0

Rp486.000.000,00
Rp936.000.000,00

10.000.000
Rp926.000.000,00

Rp655.200,00

Contoh perhitungan penetapan PBB-P2 terutang lebih dari satu miliar:
Wajib Pajak 8 mempunyai objek pajak berupa:
a.     Tanah seluas  7.000 m2    dengan hargajual:     Rp750.000,00/m2
b.      Bangunan seluas goo m2 dengan nilaijual   : Rpl.250.000,00/m2
Besarnya pokok  Pajak Yang Terutang adalah §ebagai berikut:

Rp5.250.000.000,00
Rp 1 .125.000.000,00

Rp6.375.000.000,OO
10.000

NJOP Kena Pajak
PBB Terutang

Ditetapkan 50%
=    Tarifpajakx   NJOPKP
=        0,26%       xRp3.182.500.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP.19770315 200502 2 002

000,00
Rp6.365.000.000,OO

Rp8.274.500,00

BUPATI SANGGAU,
ttd

YOHANES ONTOT
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LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR         :  6 TAHUN 2025
TENTANG     :  TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI

DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SPOP DAN LSPOP

A.    SPOP

:i. 8to*g  f! W8AP*EAH  gfiEB&iJ  HA8€,'rF|TE"AN8§¢Ll                                -`-i JJ`¥az

FS:r¥!*£?  ttAll#&#Tan  8lRiT

a L! Ge j`T  P g \ra .a a a ; TA r2u a *  ±=eg SS ae~  jI4| a `{

snA¢+an..   t`a9d#rful Jixyah+.   c.a*s> L3®ftng  e` ` a   rm,u*,* :;cfr`~,

•'`,-                           I,,I-,^'                 rf?i.3,=S             £  I   +

z         j`ll`}{`

a     .|rjljiB   8%h   '=#y},rc,

±  .+i._a._  _ I.  ___   ~     I,+,,imim|IIIu,+llT -------
i6+ja*4tf.6Jb_      ~_                             _  TTTTTT_TTT                          i  =-pr   i+`   LT'+eS

.i    t`.i.LJ.jJ`       -A,(`

`-`E,~B±tr*ck           t\i,`a

: i   try 3\ I ,. t> -~   A I  v.

ji    -_Its  -,`'`t=ve-
`'.

\¥:£    JE`S      tph<^H                            -±d`.¥

`1d    ,~  -i,ijt  `-,LA'   :£p,i;tis<

€8    ¥~     ul                                    i;,&=   Sja .,..,.`:-,
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IAMPIRAN Ill
NOMOR         :
TENTANG     :

A.    BAGIAN MUKA SPPT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
6 TAHUN 2025
TATA CARA PEMUNGUTAN PALJAK BUMI
DAN     BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTRAN

BENTUK DAN ISI SPIT
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a.   BAGIAN BEIAKANG SPIT
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LAMPIRAN IV PBRATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR          :  6 TAHUN 2025
TENTANG      :  TATA  CARA  PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI

DAN      BANGUNAN      PERDESAAN      DAN
PERKOTEN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PEMBETULAN SPIT

Lampiran   :  1  (satu) set
Hal              : Permohonan pembetulan objek/subjek PBB Tahun...

Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
di-
Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NPWPD
NOp/NO.sppr
Alamat Wajib Pajak
Letak Objek Pajak
|Jumlah Pajak Terhutang
Telah kami terima tanggal
Nomor Telepon
Setelah kami teliti teryata terdapat kesalahan atas SPPI` PBB tersebut:
Atas Nana
NOP/No.SPPT
Alanat Wajib Pajak
Letak objek Pajak
Luas Tanah
Luas Bangunan
Dimohon mulai tahun pajak         :
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain:

Asli/Fotokopi*)  SPIT PBB Tahun  ........... ;
Fotckopi KTP Wajib Pajak ;
F`otokopi bukti surat tanah berupa ..................... ;
F`otokopi bukti surat bangunan berupa
Fotokopi NPWP atau surat pemyataan tidak mempunyai NPWP;
Surat kuasa, dalarn hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak;
SPOP/LSPOP;
Fotokopi bukti tanda peralihan hak atas tanah dan bangunan; dan
I)okumen lainnya berupa*)

Demildan disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

Keterangan :
*) caret yang tidak perlu:

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19770315 200502 2 002
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR          :  6 TAHUN 2025
TENTANG      :  TATA  CARA  PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI

DAN      BANGUNAN      PERDESAAN      DAN
PERKOTRAN

BENTUK DAN ISI  STI`S SERTA 13ENTUK, JENIS DAN ISI FORMULIR
IAPORAN PBB-P2

A.    STTS
BAGIAN MUKA
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lAPORAN     PAJAK     BUMI     DAN     BANGUNAN     SBKTOR     PERDBSAAN     DAN
PERKOTEN
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR          :  6 TAIIUN 2025
TENTANG      :  TATA  CARA  PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI

DAN      BANGUNAN      PERDESAAN      DAN
PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Lampiran
Hal Permohonan Keberatan PBB Tahuri ............

Yth. Bupati Sanggau
u.p. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
J1. Jcnd Sudirman No. 02
di- Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
Alama-t
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Objek Pajak yang terletak di:
Jalan
Desa/Kel
No.  SPIT
Pajak terhutang untuk tahun

Tanggal diterima SPPT

RT:..........RW:

Kecanatan:

Sebesar:  Rp ......................

Mohon keberatan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar

Alasan permohonan keberatan

Bersama ini dilampirkan bukti pendukung:

:`

per seratus)

SPIT/ SKPDKB/ SKPDKBT tahun yang bersangivtan
Fotokopi KTP/ Kartu Keluarga/Identitas lainnya
Fotokopi bukti lunas PBB/ S'ITS tahun yang lalu
Surat kuasa* dalam hal permohon tidak ditandatangahi wajib pajak
Dokumen lalnnya  ..............

Demikian agar dapat dipergunakan scbagdi bahan pertimbangan

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajck

BUPATI SANGGAU,
ttd

YOHANES ONTOT

*)S::e:#agf:=daperlul

Pembina Tingkat I (IV/b)
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LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR          :  6 TAHUN 2025
TENTANG      :  TATA  CARA  PEMUNGUTAN  PALJAK  BUMI

DAN      BAN G UNAN      PERDESAAN      I)AN
PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

A.    FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF`

Lampiran
Hal Permohonan Pengurangan PBB Tahun ..............

Yth. Bupati Samggau
u.p. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
J1` Jend Sudirman No.  02
di- Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
Alamat
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Objek Pajak yang terletak di:
Jalan
Desa/Kel
No.  SPPT
Pajak terhutang untuk tahun

Tanggal diterima SPPT

RT:.......RW:

Kec`amatan:
Tahun
Sebesar:  Rp ........

Mohon kebcratan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar ......... %
per scratus)

Alasan permohonan pengurangan:

Bersama ini dilampirkan bukti pendukung:
Fotokopi SPFT tahun yang bersangkutan
F`otokopi KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
F`otokopi bukti lunas PBB/ STTS tahun yang lalu
Surat Pernyataan besarnya penghasilan
Fotokopi SK Pensiun/Janda Pensiun/Warakawuri/Veteran
Fotokopi Struk Tanda Penerimaan Pensiun
Surat Keterangan Tidak Mampu diri Lurah/ Kepala Desa
Fotokopi SPT Pph tahun terakhir**)
F`otokopi Neraca Rugi ljaba tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik**)
Dokumen Lainnya

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

*) Coret yang tidak perlu
**)B¥=EttuaknraaJfbp:ajaakBadanE



-36-

a.    F`ORMULIR PBRMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF`

Lampiran
Hal Penghapusan Sanksi Administrasif

Yth. Bupati Sanggau
u.p. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
J1. Jend Sudirlnali No.  02
di- Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Alamat
Sebagal Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Objek Pajak yang terletak di:
Jalan
Desa/Kel
No.  SPIT
Pajak terhutang untuk tahun

Tanggal diterima SPPT

RT:........RW:

Kecamatan:
Tahun:
Sebesar:  Rp .....

Mohon penghapusan saknsi administratif atas PBB terhutang tersebut di atas
sebesar

Alasan permohonan penghapusan sanksi administratif:

Bersama ini dilampirkan bukti pendukung:

per seratus)

F`otokopi SPPI` tahun yang bersangkutan
Fotokopi KTP/ Kartu Keluarga/ Identitas lainnya
Fotokopi bukti lunas PBB/STTS tahun yang lalu
Surat Pernyataan besarnya penghasilan
Fotokopi SK Pensiun/Janda Pensiun/Warakawuri/Veteran
F`otokopi Struk Tanda Penerimaan Pensiun
Surat Keterangan Tidak Mampu diri Lurah/Kepala Desa
Fotokopi Spr Pph tahun terakhir**)
F`otokopi Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik**)
Dokumen lainnya

Demikian agar dapat dipergunakan sebagal bahan pertimbangan

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

*) Coret yang tidak perlu
*+)B¥=tt¥raaJfbp:1JaakBadaE]
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C.   FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Lampiran
Hal Permohonan Pengurangan PBB Tahun ....

Yth. Bupati Sanggau
u.p. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
Jl. Jend Sudirman No. 02
di- Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nana
Alamat
Sebagal Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Objek Pajalc yang terletak di:
Jalan
Desa/Kel
No.  SPIT
Pajak terhutang untuk tahun

Tanggal diterima SPPT

RT:.........RW:

Kecanatan
Tahun:
Sebesar: Rp

Mohon pengha.pusan saknsi administratif atas PBB terhutang tersebut di atas
sebesar

Alasan permohonan pengurangan:

Bersama ini dilampirkan bukti pcndukung:

per seratus)

Fotokopi SPPI` tahun yang bersangkutan
Fotokopi KTP/ Kartu Keluarga/Identitas lainnya
Fotokopi bukti lunas PBB/STTS tahun yang lalu
Surat Pcrnyataan be§arnya penghasilan
Fotokopi SK Pensiun/Janda Pensiun/Warakawuri/Veteran
F`otokopi Struk Tanda Penerimaan Pensiun
Surat Keterangan Tidak Mampu diri Lurah/ Kepala Desa
Fotokopi SPT Pph tahun terakhir**)
Fotokopi Neraca Rugi Laba tahun terakhir yarig telah diaudit Akuntan Publik**)
Dokumen lainnya

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak

*) Coret yang tidak perlu
**)B¥:tt¥raaJ±bp::jaakBadanE
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D.   FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Lampiran
Hal Perniohonan Pembatalan PBB Tahun ......

Yth. Bupati Sanggau
u.p. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
Jl. Jend Sudirrnan No. 02
di- Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
Alamat
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Objek Pajak yang terletak di:
Jalan
Desa/Kel
No. SPPI`
Pajak terhutang untuk tahun     :

Tanggal diterima SPPT

RT:.......RW:
Kecamatan
Tahun
Sebesar  :  Rp .......................

Mohon pembatalan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar ...................... %
per seratus)

Alasan permohonan Pembatalan:

Bersama ini dilampirkan bulrfu pendukung:
Fotokopi SPPT tahun yang bersangkutan
Fotokopi KTP/ Kartu Keluarga/ Identitas lainnya
F`otokopi bukti lunas PBB/ STI`S tahun yang lalu
Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani wajib pajak
Dokumen lainnya

Demikian agar dapat dipergunakan sebagal bahan pertimbangan

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

BUPATI SANGGAU,
ttd

YOHANES ONTOT

*,S::e::adnagxti::dapeE±

Salinan sesuai dengan aslinya

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.  19770315 200502 2 002


